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ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemberantasan
pengemis di Kota Surabaya pada tahun 1930-1948, serta menganalisis poses
kebijakan pemberantasan pengemis yang berlangsug selama kurun tiga periode
berbeda yaitu Pemerintahan Hindia Belanda, Pendudukan Jepang dan
Pemerintahan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu tahap heuristik,
kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Data-data yang digunakan terdiri dari
berbagai arsip seperti surat kabar yang terbit pada masa kolonial dan Pendudukan
Jepang, ditunjang dengan beberapa arsip lembaga yang terkait dalam bentuk
laporan tahunan dengan tema skripsi tersebut. Sumber lain yang digunakan adalah
sumber lisan, terutama untuk penunjang referensi penulisan pada masa
Pendudukan Jepang. Kemunculan pengemis di Kota Surabaya diakibatkan
perubahan jumlah penduduk Kota Surabaya sejak ditetapkan sebagai gemeente
pada tahun 1906. Urbanisasi yang pesat menyebabkan banyak penduduk kota
yang tidak mendapat kesempatan kerja. Untuk mencukupi kebutuhan hidup
mereka kemudian hidup menggelandang dan menjadi pengemis. Puncaknya
setelah Depresi Ekonomi tahun 1930 melanda Kota Surabaya. Dipecatnya para
buruh mengakibatkan bertambahnya jumlah pengemis yang mendiami Kota
Surabaya, kondisi ini berujung pada munculnya kebijakan pemberantasan
pengemis. Kebijakan tersebut muncul dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk
bantuan sosial dan bentuk usaha represif (menekan). Kedua kebijakan tersebut
sama-sama diterapkan oleh masa pemerintahan Hindia Belanda dan Pendudukan
Jepang. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia sendiri hanya menerapkan
kebijakan bantuan sosial, dan dikarenakan pada masa ini sudah mulai berkurang
jumlah pengemis di kota karena sudah direlokasi ke tempat pemondokan di luar
Kota Surabaya. Di tengah penerapan kebijakan tersebut muncul dua reaksi yang
berbeda dari para pengemis yaitu menerima dan menolak, berkaitan dengan
perbedaan tingkat kepuasan atas kebijakan yang diterapkan kepada para pengemis
tersebut. Kemunculan pengemis di kota sejatinya akan berlangsung secara linier
dengan tingkat kesejahteraan perekonomian kota serta tingkat urbanisasi ke kota.
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